BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka
1. Pelanggaran Lalu-Lintas

Dalam Sosiologi, pelanggaran lalu-lintas merupakan perilaku
penyimpangan. Perilaku menyimpang merupakan perilaku dari para warga
masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau
norma sosial yang berlaku.'

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa suatu kelompok atau
masyarakat berperilaku menyimpang dikarenakan perilaku tersebut di luar
kebiasaan ataupun norma-norma yang berlaku. Jika masyarakat telah
melanggar peraturan lalu-lintas berarti mereka telah melanggar norma
hukum dan berperilaku menyimpang di jalan raya. Dengan perilaku yang
demikian maka masyarakat yang melanggar (pelanggar) harus menerima
sanksi atas tindakannya tersebut. Dalam hal ini sanksi merupakan
konsekuensi yang harus diterima masyarakat karena melakukan
pelanggaran (perilaku menyimpang).

Beberapa bentuk dari pelanggaran lalu-lintas adalah sebagai
berikut:

a. Tidak mempunyai dan membawa SIM dan STNK

b. Tidak dilengkapi dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)

' J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan
(Jakarta: Kencana, 2006), hal. 98.
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c. Tidak memakai helm

d. Sabuk keselamatan

e. Tidak memenuhi syarat (spion)

f. Kelebihan muatan baik orang maupun barang

Bentuk pelanggaran di atas merupakan sebagian pelanggaran yang
sering terjadi di desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Tiap
bentuk pelanggaran tentu mempunyai sanksi yang berbeda-beda.

Bagi pengguna jalan yang melanggar peraturan, berarti mereka
tidak memelihara kestabilan sosial. Hal ini dikarenakan melanggar
peraturan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang menjadi ancaman
bagi suatu masyarakat. Namun, di lain pihak suatu masyarakat hanya dapat
melakukan kegiatannya secara efisien jika terdapat ketertiban (keteraturan)
dan kepastian dalam kehidupan sosial."’

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa segala bentuk
perilaku menyimpang, dalam hal ini adalah melanggar peraturan lalu-
lintas, dapat mengancam ketertiban dan kepastian dalam kehidupan
masyarakat atau pengguna jalan yang lainnya. Banyaknya pengguna jalan
yang berperilaku menyimpang akan dapat merusak kebudayaan dan
ketertiban sosial. Segala kegiatan akan terhambat sehingga dapat merusak
sisstem yang telah ada. Selain itu, akan banyak pula pengguna jalan yang

ikut-ikutan melanggar peraturan lalu-lintas tersebut. Perilaku seperti ini

"' Paul B. Horton & Chester L. Hunt, Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 193.
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akan mengubah pandangan masyarakat (pengguna jalan) lainnya
beranggapan bahwa perilaku tersebut bukan lagi perilaku menyimpang,

Masyarakat tentu mempunyai keinginan untuk  hidup
bermasyarakat dengan manusia lainnya. Sehingga dalam pergaulan hidup
mereka, akan timbul berbagai hubungan yang menyebabkan mereka saling
mengenal dan mempengaruhi.'? Dalam hal ini, ketika seseorang melihat
orang lain yang melakukan pelanggaran, dan perilaku tersebut tidak
mendatangkan kerugian bagi pelanggarnya, maka akan memicu pengguna
jalan lain untuk mengikutinya. Dengan kata lain, perilaku pengguna jalan
yang menyimpang dapat pula mempengaruhi pengguna jalan lain untuk
mengikuti perilakunya tersebut.

Bagi semua masyarakat, baik tradisional maupun modern, norma
tetap sebagai suatu yang mutlak harus ada pada masyarakat. Norma hukum
pun demikian. Tujuannya adalah agar keseimbangan, keserasian dan
keselarasan hubungan manusia dalam masyarakat tetap terjaga. Oleh
karena itu, setiap pengguna jalan harus mematuhi peraturan lalu-lintas
yang telah ada untuk mencapai tujuan tersebut.

Terjadinya pelanggaran lalu-lintas di desa Pabean kecamatan
Sedati kabupaten Sidoarjo dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran
masyarakat (pengguna jalan) dan pengendalian sosial. Pengendalian sosial
digunakan sebagai cara untuk mengarahkan masyarakat memerankan

perannya. Dengan adanya pengendalian sosial, maka secara tidak langsung

hal. 47.

'2 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006),
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akan tercipta ketertiban sosial di mana sistem kemasyarakatan, hubungan
dan kebiasaan yang berlangsung secara lancar demi mencapai sasaran
masyarakat."

Ketertiban suatu masyarakat tergantung pada perannya di mana
setiap orang melakukan kewajiban tertentu terhadap orang lain dan berhak
menerima haknya dari orang lain. Dengan kata lain, pengendalian sosial
digunakan untuk menggambarkan segenap cara dan proses yang ditempuh
oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat
bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat.

Kemudian, dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan dapat
menginternalisasikan norma-norma, nilai-nilai dan hal-hal yang tabu
dalam masyarakat. Masyarakat yang menginternalisasikan suatu nilai
secara penuh akan menerapkan nilai tersebut walaupun tidak ada yang
melihatnya karena kemungkinan muncul keinginan untuk melanggar
peraturan lalu-lintas tersebut sangat kecil. Seandainya keinginan itu timbul
maka hati kecilnya akan berusaha untuk mencegah pelanggaran tersebut
agar tidak terjadi.

Dengan demikian, maka sosialisasi menciptakan ketertiban sosial
dengan cara mempersiapkan orang agar bersedia berperilaku sebagaimana
yang diharapkan dan tekanan sosial memberikan imbalan berupa

penerimaan dan pengakuan jika orang mempunyai perilaku tersebut.

13 Paul B. Horton & Chester L. Hunt, Op.cit, hal. 176.
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Selain itu, diperlukan juga kekuatan untuk menjamin keberlangsungan
ketertiban.

Sehingga, dengan tertibnya semua pengguna jalan, maka kondisi di
jalan tidak akan semrawut dan meminimalisasikan pelanggaran lalu-lintas.
Hal ini berarti pengendalian masyarakat selaku pengguna jalan sangat
dibutuhkan agar dapat mengendalikan keinginan mereka yang tidak baik,

yakni melakukan perilaku menyimpang (melanggar peraturan lalu-lintas).

2. Penanggulangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, penanggulangan merupakan
suatu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pengertian tersebut
tidak jauh berbeda dengan pengertian yang ada dalam Sosiologi. Dalam
Sosiologi, penanggulangan dikenal sebagai suatu pemecahan terhadap
masalah sosial. "

Banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah
untuk menanggulangi pelanggaran lalu-lintas. Namun, hasilnya belum
begitu memuaskan. Adanya pengaruh pemecahan masalah ini tidak
langsung dirasakan tetapi memerlukan waktu yang cukup panjang untuk
merasakannya.

Dalam hal ini, ada dua metode atau cara yang digunakan untuk

menanggulangi pelanggaran lalu-lintas, yaitu:"?

4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), hal. 395.
13 Ibid.
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a. Metode Preventif
Metode ini lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan
pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadi
pelanggaran lalu-lintas.
b. Metode Represif
Sedangkan untuk metode ini lebih banyak digunakan. Setelah
suatu gejala dapat dipastikan sebagai pelanggaran lalu-lintas maka
baru dapat diputuskan tindakan-tindakan yang diambil untuk
menanggulangi permasalahan tersebut.

Selain itu, perlu diingat bahwa dalam menanggulangi masalah
pelanggaran lalu-lintas, tidak hanya melihat dari satu aspek, melainkan
dengan berbagai aspek agar dapat mengambil langkah-langkah tepat dan
jitu dalam menanggulanginya. Sehingga, diperlukan juga kerja sama
antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang lainnya untuk memecahkan

masalah pelanggaran lalu-lintas tersebut.

B. Kajian Teoretik
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Struktural
Fungsional. Teori ini merupakan teori yang tergolong dalam paradigma fakta
sosial yang dipelopori oleh Emile Durkheim. Menurutnya, fakta sosial harus

dinyatakan sebagai sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat memaksa



17

kepada individu tersebut.'® Teori ini juga melihat kenyataan persoalan dalam
masyarakat tidak lepas dari fungsi sosial dalam masyarakat. Fungsi sosial ini
mempunyai keterlibatan mutlak dalam paradigma fakta sosial. Fakta sosial ini
terkait dengan masalah sosial dan akan selalu ada di mana masyarakat berada.
Dalam hal ini, yang menjadi obyek analisa sosiologisnya adalah pengendalian

sosial, interaksi sosial dan kelompok sosial.

Untuk penelitian ini, peneliti memfokuskan pada teori Sruktural
Fungsionalisme yang diungkapkan oleh Robert K. Merton. Teori Struktural
Fungsionalisme mempunyai pandangan bahwa kehidupan sosial berlangsung
dalam keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan. Hal ini disebabkan oleh
masing-masing anggotanya mematuhi norma-norma sosial yang disepakati.
Meskipun demikian, ada anggota masyarakat yang tidak mematuhi karena
adanya perbedaan tujuan yang dipunyainya dengan tujuan kelompok, atau
karena perbedaan antara tujuan yang ditetapkan kelompok dengan cara dan

sarana untuk mencapainya.'’

Fenomena pelanggaran lalu-lintas dari sudut pandang Struktural
Fungsionalisme dapat dijelaskan dari adanya ketidakpatuhan pengguna jalan
terhadap norma-norma yang mengatur di dalamnya. Mereka berpandangan
bahwa tujuan dari adanya norma-norma tersebut tidak sepenuhnya dapat

mewujudkan kepentingan atau tujuan pribadinya. Sementara itu sarana untuk

16 George Rilzer, Sosiologi Hmu Pengeiahuan Berparadigimna Ganda (Jakarta. Raja
Grafindo Persada, 2007), hal. 88.
'7 Titisan Bambu, Seuntai Kasih Sayang yang Selalu Memberi Makna dan Kesejukan

Dalam Jiwa (http://www.google.com/ig/add?source=bstp&feedurl=http%3 A%2F%2Fmauliyes
.blogspot.com%2Ffeeds?%2Fcomments%2Fdefault, diakses 20 Oktober 2009).
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mewujudkan tujuan dari norma-norma yang ada di jalan raya belum memadai,
seperti polantas (polisi lalu-lintas) yang bertindak sewenang-wenang dengan

pengguna jalan yang tidak sengaja ataupun sengaja melakukan pelanggaran.

Menurut pandangan Merton salah satu tokoh perspektif ini, suatu
sistem sosial dapat memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifes, yaitu fungsi
yang diharapkan dan diakui, serta fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak
diharapkan dan tidak diakui. Dalam hal ini, lembaga hukum sangat berperan
dalam masalah pelanggaran lalu-lintas tersebut, baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Lembaga hukum tersebut mempunyai fungsi manifes untuk mengatur
perilaku masyarakat (pengguna jalan) agar mereka tetap tertib dan mematuhi
segala peraturan lalu-lintas yang berlaku sehingga kondisi di jalan raya
menjadi lancar. Fungsi latennya adalah lembaga hukum tidak akan menjadi
sewenang-wenang untuk menilang atau memberi sanksi kepada pelanggar

yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam pandangan Merton, tidak semua hal dalam sistem selalu
fungsional, artinya tidak semua hal selalu memelihara kelangsungan sistem.
Beberapa hal telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam sistem,
bahkan dapat saja menyebabkan rusaknya sistem. Merton menyebutnya
dengan disfungsi.'®

Hal ini terlihat dari adanya fenomena yang ada. Segala peraturan lalu-

' M. Farhan Ramli, lerspekiif Teori Struktural Fungsional (hitp://sharingtheory.
blogspot.com/2009/04/perspektif-teori-struktural-fungsional html, diakses 14 Nopember 2009).
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lintas yang ada menjadi disfungsi ketika masyarakat (pengguna jalan) tidak
lagi mematuhi peraturan yang berlaku dengan berbagai alasan yang mereka
kemukakan. Dengan mereka melanggar peraturan tersebut, maka peraturan
yang ada menjadi disfungsi karena tidak dapat mengatur tingkah laku
pengguna jalan agar dapat tertib sehingga jalan menjadi lancar, bebas
hambatan dari kemacetan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi

kecelakaan.

Para penganut perspektif struktural fungsional ini berusaha untuk
mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem dan
berusaha memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan satu
sama lain suatu susunan dari bagian-bagian tersebut dengan melihat fungsi
manifes maupun fungsi latennya. Kemudian mereka melakukan analisis
mengenai manakah yang memberi sumbangan bagi terciptanya kelestarian

sistem dan manakah yang justru menyebabkan kerusakan pada sistem.

Dalam hal ini dapat saja suatu komponen menjadi fungsional dalam
suatu sistem, tetapi menjadi tidak fungsional bagi sistem yang lain. Misalnya,
bagi beberapa pelanggar mereka akan merasa diuntungkan dengan mereka
melakukan pelanggran tersebut. Tetapi lain halnya bagi pengguna jalan yang
lain. Mereka akan merasa terganggu dengan pelanggar tersebut karena

perjalanan mereka akan terganggu oleh kesemrawutan di jalan raya.

Dalam pandangan perspektif Struktural Fungsional ini, suatu sistem
sosial eksis karena sistem sosial itu menjalankan fungsinya yang berguna bagi

masyarakat. Pusat perhatian perspektif ini juga tertuju pada masalah tatanan
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dan stabilitas, yang karena perhatiannya pada hal ini mereka dikritik
mempertahankan status-quo. Karena perhatiannya tertuju pada keseimbangan
dan kelestarian sistem, perspektif ini juga sering dikritik mengabaikan proses

perubahan yang terjadi dalam sistem sosial.

Selain itu, pelanggaran lalu-lintas merupakan perilaku menyimpang.
Dalam hal ini, Merton lebih mengenalnya dengan istilah anomi. Menurutnya,
anomi dapat terjadi ketika terdapat disjungsi akut antara norma-norma dan
tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota
kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Hal ini
dikarenakan posisi mereka berada dalam struktur sosial masyarakat sebab di
sisi lain ada beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk

bertindak menurut nilai-nilai normatif.

Sedangkan kebudayaan merupakan serangkaian nilai normatif teratur
yang mengendalikan perilaku yang diberlakukan kepada masyarakat dan
menghendaki adanya beberapa jenis perilaku yang dicegah oleh struktur sosial
serta struktur sosial sebagai serangkaian hubungan sosial teratur yang
mempengaruhi masyarakat dengan satu cara lain. Sehingga dapat dikatakan

bahwa antara kebudayaan, struktur dan anomi sangatlah berhubungan erat."”

Di desa Pabean kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo, melanggar
peraturan lalu-lintas bisa jadi telah menjadi kebudayaan dari masyarakat

tersebut. Antara pengguna jalan yang satu dengan yang lain bisa juga saling

19 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi “Dari Teori Sosiologi Klasik
sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern” (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009),
hal. 273.
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mempengaruhi karena adanya serangkaian hubungan sosial. Dengan adanya
pengaruh yang tidak baik, maka akan membuat masyarakat atau pengguna

jalan melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu-lintas yang telah berlaku.

Dalam keadaan yang demikian, perilaku menyimpang tersebut akan
dapat mendatangkan akibat yang tidak diinginkan. Sehingga pelanggaran akan
semakin sering terjadi karena dianggap merupakan cara alternatif untuk

mencapai tujuan pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa melanggar peraturan lalu-lintas bersifat relatif
kaerna perilaku tersebut dianggap seperti gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan
dari suatu masyarakat yang dapat berubah dari zaman ke zaman. Oleh karena
1tu, dapat dipastikan pula bahwa pelanggaran lalu-lintas akan selalu ada dalam

setiap kehidupan masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat kelas bawah.

Dalam teori ini juga menempatkan ketidakseimbangan antara nilai dan
norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-
tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk
mencapai tujuan-tujuan budaya tersebut. Individu dan kelompok dalam
masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk

penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

Seperti halnya yang telah terlihat di desa Pabean di mana di jalan raya
tersebut banyak pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu-lintas. Padahal
sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang

lama, sementara itu orang atau kelompok lain dengan seenaknya sendiri
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melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak
ketegangan karena ketidakseimbangan ini lebih cenderung mengadaptasi
penyimpangan daripada kelompok lainnya adalah masyarakat kelas bawah.
Hal im dikarenakan mayoritas masyarakat Sedati merupakan masyarakat

petani.

Selain itu, pelanggaran lalu-lintas mayoritas dilakukan oleh
masyarakat kelas bawah seperti seorang petani dikarenakan tingkat pendidikan
mereka yang rendah dan kesempatan untuk memperoleh materi yang terbatas.
Walaupun mereka mempunyai kendaraan bermotor dan dapat
mengendarainya, mereka belum tentu mempunyai surat-surat yang lengkap.
Penyebabnya adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus surat-

surat tersebut. Sehingga mereka melakukan pelanggaran tersebut.

Penyimpangan adalah relatif terhadap norma suatu kelompok atau
masyarakat. Karena norma berubah maka penyimpangan berubah. Adanya
perbedaan pandangan tentang perilaku menyimpang antara masyarakat satu
dengan masyarakat yang lain menyebabkan sulit menentukan perilaku
menyimpang itu sendiri. Karena tidak semua masyarakat menganggap
melanggar peraturan lalu-lintas merupakan tindakan menyimpang. Sehingga

perilaku seperti itu masih sering terjadi di desa Pabean.

Menurut Merton, perilaku menyimpang (anomi) disebabkan oleh
adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dnegan cara-cara formal

untuk mencapai tujuan. Di samping itu, masyarakat juga menganggap bahwa
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kecilnya kemungkinan untuk mencapi tujuannya dengan mematuhi peraturan
sehingga mereka lebih memilih melanggar peraturan tersebut. Merton
menyebutkan empat tipe perilaku menyimpang yang dapat muncul dalam

beberapa kondisi®’, yaitu:
1. Inovasi (innovation)

Merupakan upaya untuk mencapai tujuan konvensional melalui
cara yang tidak konvensional (cara-cara terlarang). Hal ini terjadi ketika
seseorang menerima cara-cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai-
nilai budaya, sembari menolak yang bertentangan dengan nilai-nilai
tersebut. Bagi pengguna jalan yang ingin sampai di tempat tujuan dengan
cepat, mereka akan mengabaikan rambu-rambu lalu-lintas yang ada. Bagi
mereka, jika dengan melanggar peraturan tersebut mereka dapat mencapai

tujuannya, maka mereka tidak akan mematuhi peraturannya.
2. Ritualisme (ritualismi)

Merupakan sikap yang mempertahankan cara yang telah menjadi
tujuan dalam dirinya sendiri, sementara itu tujuan yang sebenarnya telah
dilupakan. Terjadi ketika seseorang menerima cara-cara yang
diperkenankan secara kultural dan menolak tujuan kebudayaan tersebut.
Seperti halnya pelanggaran yang sering terjadi di desa Pabean ini telah

menjadi kebudayaan bagi masyarakatnya.

 Bruce J. Cohen, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 225.
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3. Pengunduran diri (retreatism)

Sikap ini timbul ketika seseorang menolak, baik tujuan-tujuan yang
telah disetujui kebudayaan ataupun cara-cara pencapaian tujuan-tujuan

tersebut.
4. Pemberontakan (rebellion)

Terjadi ketika seseorang menolak sarana dan tujuan yang disahkan

oleh kebudayaan dan menggantikannya dengan yang lain.

Di sisi lain, Merton memandang penyimpangan muncul dari konflik
normatif di mana individu dan kelompok belajar norma-norma yang
membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu
mungkin tidak kentara. Seperti halnya ketika sekelompok orang telah
melanggar peraturan lalu-lintas namun mereka tidak mendapatkan sanksi atas

tindakan mereka tersebut sehingga mereka akan terus mengulangi perilaku itu.

Dalam lingkungan masyarakat bisa saja menyebabkan seseorang untuk
melakukan penyelewengan terhadap norma yang telah dibuat oleh masyarakat
itu sendiri di mana hal tersebut terjadi dikarenakan seseorang merasa kecewa
terhadap lingkungan masyarakatnya sehingga seseorang melanggar norma

yang telah dibuat oleh masyarakat.

Perilaku menyimpang tersebut perlu adanya kontol sosial. Karena
kontrol sosial biasanya diatur dengan sanksi atau reaksi tertentu terhadap
perilaku. Internalisasi norma mungkin bentuk paling efektif dari kontrol sosial

karena sanksi tidak diperlukan. Kontrol sosial terbagi dalam bentuk kontrol
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sosial formal dan informal. Proses kontrol sosial adalah bagian dar proses
pendefinisian penyimpangan. Seseorang mengontrol orang lain dengan
mendefinisikan perilaku orang lain menyimpang. Artinya pendefinisian
penyimpangan berfungsi sama seperti sanksi yaitu menempatkan orang pada

tempatnya.21

Kontrol sosial merupakan cara suatu kelompok atau masyarakat
membuat para anggotanya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.
Kontrol sosial dibedakan dalam kontrol sosial yang berbentuk formal dan
informal. Pembedaan ini adalah semata-mata karena perbedaan jenis

kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder.

Kelompok primer merupakan kelompok yang kecil, akrab, dan bersifat
informal. Oleh karena itu kontrol sosial yang efektif adalah kontrol sosial yang
diterapkan melalui proses sosialisasi, dan kontrol sosial yang diterapkan
melalui tekanan sosial. Sedangkan kelompok sekunder adalah merupakan
kelompok yang bersifat impersonal, formal, dan berdasarkan kepentingan
(utilitarian). Karena ciri kelompok yang seperti ini maka kontrol sosial yang
efektif selain kontrol sosial yang diterapkan dengan cara tekanan sosial juga
dengan diberlakukannya aturan dan hukum formal serta bentuk-bentuk sanksi

yang resmi, dan juga kontrol sosial melalui kekuatan.

21 Sosiologi Perilaku Menyimpang (http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=
bmpshort_detail2&ID=407, diakses 1 Desember 2009)
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Dalam pengendalian diri ini meletakkan penyebab pelanggaran lalu-
lintas di desa Pabean adalah terletak pada lemahnya ikatan individu atau
ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompk-
kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung
melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan
konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional,
sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya.
Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan, seseorang merasa

lebih bebas untuk menyimpang.?

Perilaku seseorang dalam kelompok selain karena alasan individual
juga dipengaruhi oleh suatu situasi tertentu. Pengaruh situasi ini selain dalam
bentuk kerumunan atau gerombolan juga karena adanya kecenderungan orang
untuk mematuhi orang yang berotoritas. Oleh karena itu kepatuhan akan dapat
dipahami apabila kita telah mempelajari pengaruh faktor situasi terhadap

perilaku.

Secara umum, perilaku menyimpang digolongkan menjadi beberapa,

yaitu:23
1. Tindakan nonconform

Tindakan ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

atau norma-norma yang ada.

2 pakde Sofa, Teori-teori Umum Tentang Perilaku Menyimpang (http://massofa.
wordpres. com/2008/03/28/teori-teori-umum-tentang-perilaku-menyimpang/, diakses 1 Desember
2009).

3 J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Op.cit, hal. 101.
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2. Tindakan antisosial (asosial)

Tindakan ini merupakan tindakan yang melawan kebiasaan

masyarakat atau kepentingan umum.
3. Tindakan kriminal

Tindakan ini merupakan tindakan yang nyata-nyata telah
melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau

keselamatan orang lain.

Dari ketiga perilaku di atas, pelanggaran lalu-lintas di desa Pabean
kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori tindakan
nonconform. Hal ini dikarenakan pelanggaran lalu-lintas merupakan perilaku
yang berlawanan dengan norma hukum (peraturam lalu-lintas). Namun, di sisi
lain, pelanggaran lalu-lintas juga termasuk tindakan kriminal. Dapat dikatakan
demikian karena apabila pelanggaran lalu-lintas menyebabkan kecelakaan dan
disengaja, sehingga membuat orang terluka atau bahkan meninggal maka hal

itu akan menjadi tindakan kriminal sebab itu termasuk tindakan pidana.

. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguraikan secara sistematis
tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu. Fakta-fakta
yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Dalam hal ini
ada beberapa penelitian yang peneliti anggap relevan dengan penelitian kali

ini.
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Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi Krisyanti dengan judul skripsi
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota
Brebes. Peneliti ini merupakan mahasiswi jurusan Hukum dan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Penelitian ini bertempat di kota Brebes, Jawa Tengah pada tahun 2004.%*

Pada penelitiannya tersebut, Dewi menjelaskan bahwa peraturan lalu-
lintas dibuat untuk mengatur perilaku manusia di saat mengendarai sepeda
motor maupun mobil, keanekaragaman kebutuhan dan kepentingan manusia
seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kemacetan dan
kecelakaan sering terjadi karena faktor manusia itu sendiri. Selain itu, jajaran
aparat Polresta Kota Brebes, khususnya Polantas maupun Satlantas telah
menegakkan hukum lalu lintas, dengan cara represif meliputi penindakan
pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan serta edukatif berupa penindakan
terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dan wibawa dengan
memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan
secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas
secara hukum yang meliputi pemberian sanksi berupa tilang. Serta
penanggulangan masalah lalu lintas, dengan berbagai cara baik secara
persuasif maupun apersif ataupun cara yang efektif kepada masyarakat agar

lebih memiliki kesadaran hukum berlalulintas.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian seorang mahasiswa

Di

 Dewi Krisyanti, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu-Lintas
Kota  Brebes  (http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/wrdpdf-e/index/assoc/HASHO1c6

/a78b2e40.dir/doc.pdf , diakses 23 Nopember 2009)
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hukum dari Universitas Lampung bernama Nizar Utama yang digunakan
untuk memenuhi skripsinya. Penelitian tersebut berjudul Penyelesaian Hukum
Denda Administratif Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu
Lintas Jalan Yang Bersifat Umum Di Kota Bandar Lampung Lokasi

penelitiannya berada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009.%

Dalam penelitiannya, Nizar menjelaskan bahwa persoalan lalu-lintas
dan angkutan jalan mempunyai peranan penting yang seiring berjalan dengan
kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Menurutnya, hal ini menjadi
pertimbangan filosofis atas dasar lahirnya undang-undang Nomor 14 tahun
1992 tentang lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Nizar juga
memperhatikan tentang ketidak-tertiban lalu lintas yang banyak disebabkan
oleh faktor manusianya, misalnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin
Mengemudi (SIM), STNK serta tidak menggunakan sabuk pengaman bagi
mereka yang mengendarai kendaraan roda empat atau lebih, dan bagi

pengemudi kendaraan roda dua terkadang mereka tidak memakai helm.

Permasalahan dalam penelitian milik Nizar adalah cara penyelesaian
hukum denda administratif dalam penanganan terhadap pelaku pelanggaran
lalu-lintas jalan yang bersifat umum di kota Bandar Lampung serta faktor-
faktor apa yang menghambat penyelesaian hukum denda administratif dalam

penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas jalan yang bersifat umum

2 Nizar Utama, Penyelesaian Hukum Denda Administratif Dalam Penanganan
Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas Jalan Yang Bersifat Umum Di Kota Bandar Lampung
(http://skripsi.unila.ac.id/2009/07/21/penyelesaian-hukum-denda-administratif-dalam-penanganan-
terhadap-pelaku-pelanggaran-lalu-lintas-jalan-yang-bersifat-umum-di-kota-bandar-lampung,
diakses 23 Nopember 2009)
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di kota Bandar Lampung.

Dari penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian hukum terhadap
pelaku pelanggaran lalu-lintas yang bersifat umum di kota Bandar Lampung
dilakukan dengan cara tilang (bukti pelanggaran lalu lintas tertentu) dan
dilakukan melalui tahap-tahap antara lain, penerimaan dan pengeluaran
blanko-blanko formulir tilang, tahap pelaksanaan tugas di jalan raya, tahap

sebelum sidang dan tahap sesudah sidang.

Masih adanya faktor penghambat penyelesaian hukum denda
administratif dalam penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas jalan
yang bersifat umum di kota Bandar Lampung, yaitu sanksi hukum yang terlalu
berat, tidak adanya ketentuan standar minimum dan maksimum hukuman
denda tersebut sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam

penerapannya.

Penelitian yang relevan berikutnya merupakan penelitian dari seorang
mahasiswi jurusan statistik bernama Wike Maulan Sari. Penelitiannya
bertempat di Pacitan pada tahun 2009 dengan judul Analisis Regresi Logistik
Ordinal Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu-lintas Di Polres Pacitan.?®

Dalam penelitiannya tersebut, Wike menjelaskan bahwa mayoritas
pelanggar lalu-lintas di Pacitan adalah orang laki-laki. Pelanggarannya termasuk dari

segala pelanggaran, mulai dari pelanggaran ringan sampai dan berat. Sedangkan usia

yang paling sering melakukan pelanggaran yaitu usia 21 sampai dengan 30 tahun.

% Wike Maulan Sari, Analisis Regresi Logistik Ordinal terhadap Tingkat Pelanggaran
Lalu-limas di Polres Pacitan (http.//www statistics.its.ac.id/downloads/abstrak/TA_951_wike.doc,
diakses 1 Desember 2009).
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Pelanggaran berat sering dilakukan oleh orang yang bekerja dengan pendidikan
terakhir kurang dari SMP. Peneliti ini juga menyebutkan waktu sering terjadinya
pelanggaran, yakni sekitar pukul 05.00-11.00 wib pada hari Senin. Dengan demikian,
peneliti ini menganalisis pelanggaran lalu-lintas dengan mengkategorisasikan dalam
beberapa kategori menurut jenis kelamin dan usia.

Penelitian berikutnya merupakan penelitian seorang mahasiswa hukum
Universitas Airlangga bernama Henriatmaji. Judul penelitiannya adalah
Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Di Pengadilan
Negeri Surabaya. Lokasi penelitiannya berada di Kota Surabaya pada tahun

2007.7

Pada penelitiannya, Henriatmaji mengatakan bahwa proses
pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu di
wilayah hukum Kotamadya Surabaya dapat dilakukan dengan dua alternatif,
yaitu dengan pelanggar menyetorkan sejumlah uang titipan kepada petugas
khusus (petugas kepolisian) yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dari
Kepala Kesatuan Kewilayahan Kepolisian setempat untuk menerima
penyerahan uang titipan. Kemudian pelanggar akan mendapatkan bukti
penitipan dan bukti setor dari petugas yang telah dicap dan ditandatangani
oleh petugas tersebut, selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengambil
barang yang disita oleh Penyidik di Bagian Urusan Tilang Kasatlantas Polres
Surabaya. Pihak kepolisian, yaitu unit penyidik selanjutnya akan menyerahkan

semua berkas surat tilang ke Pengadilan Negeri setempat sebelum sidang.

2" Henriatmaji, Pemeriksaan Pelanggaran Lalu-Lintas Jalan Tertentu Di Pengadilan
Negeri Surabaya (http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2007-henriatmaj-4137
&node=361&start=6& PHPSESSID=c34db467217d4b647cb4e34245, diakses 23 Nopember 2009).
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Pengadilan Negeri dalam hal ini tanpa malalui proses pemeriksaan sidang
akan langsung menetapkan uang titipan menjadi uang denda. Pelanggar
menghadiri sidang perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan surat
tilang warna merah yang berfungsi sebagai surat panggilan bagi pelanggar.
Setelah pembayaran uang denda dan biaya perkara atas putusan hakim dalam
pemeriksaaan sidang tersebut dilaksanakan, pelanggar berhak atas barang-
barang miliknya untuk segera diambil, yaitu berupa surat-surat kendaraan

maupun kendaraan yang disita oleh penyidik.

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas
jalan tertentu masih diwarnai atau dijumpai adanya bentuk penyimpangan,
yang dalam hal ini datang dari pihak pelanggar maupun pegawai terkait.
Adapun mengenai adanya praktik/bentuk penyimpangan yaitu berupa
penyediaan jasa oleh pegawai terkait untuk mengurus kepentingan si
pelanggar dalam pengambilan benda sitaan tanpa melalui proses pemeriksaan
dan putusan hakim, padahal terdakwanya (pelanggar) hadir. Penyediaan jasa
berupa pengurusan dalam pengambilan benda sitaan ini, biasanya disertai
dengan kompensasi pembayaran sejumlah uang tertentu yang nilai nominalnya
melebihi niiai nominal pembayaran apabila melalui proses pemeriksaan sidang
atau melebihi nilai denda maksimum dalam tabel pelanggaran dan uang titipan

untuk tiap-tiap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas, penelitian kali ini
mempunyai perbedaan. Keempat penelitian sebelumnya merupakan penelitian

yang dianalisis dari segi hukum, sedangkan penelitian kali ini peneliti analisis
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dari segi sosiologis dan dilengkapi dengan pengkajian teori struktural
fungsional yang dikemukakan oleh Rober Merton. Sehingga dalam hasil
penelitian ini, akan lebih menjelaskan tentang hukum dengan masyarakat, baik
itu tingkah lakunya maupun norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah
laku masyarakat, dalam hal ini adalah pengendara (pengguna jalan). Dalam
penilitian ini juga mencantumkan berbagai sanksi yang diterima oleh para

pelanggar.



